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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dari BAB III dapat disimpulkan: 

1. Pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah pasca jual beli harus 

adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam kebijakan, regulasi, serta 

pelayanan terkait pelaksanaan balik nama sertifikat. Langkah-langkah ini 

diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan 

lingkungan hukum yang lebih jelas, transparan, dan efisien di bidang 

pertanahan. 

2.  Akibat Hukum jika tidak melakukan balik nama sertifikat hak milik atas tanah 

pasca jual beli tanah, memiliki banyak resiko yang berakibat tidak memiliki 

kekuatan hukum kepemilikan atas tanah bahkan pembeli tidak dapat 

menikmati tanah tersebut, segera melakukan balik nama sertifikat setelah 

proses jual beli selesai. Hal ini dapat menghindari risiko hukum dan 

memastikan kejelasan dan keamanan hukum terkait kepemilikan tanah. Jika 

terdapat hambatan atau pertimbangan, sebaiknya berkonsultasi dengan 

profesional hukum atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk 

mendapatkan panduan yang tepat. 

B. Saran 

1. Perlunya melakukan balik nama sertifikat hak milik atas tanah pasca jual beli, 

agar mendapatkan kepastian hukum dan dapat diakui secarah sah atas 

kepemilikan tanah tersebut. 
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2. Untuk para pihak BPN perlunya untuk lebih aktif dalam memberikan informasi 

dan edukatif yang luas kepada masyarakat terkait pentingnya balik nama 

sertifikat hak milik atas tanah pasca jual beli. BPN dapat membantu 

menciptakan pemahaman kepada masyarakat serta mengingatkan masyarakat 

untuk melakukan pendaftaran balik nama sertifikat agar terhindar dari resiko 

hukum. 
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